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Info Artikel   Abstrak  

Direvisi, 17/06/2026 Artikel ini berjudul Kedudukan Camat dalam Keanggotaan Forum Koordinasi 

Pimpinan Kecamatan sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum (Studi 

Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, tugas, 

dan fungsi camat serta peran camat dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan 

sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Objek penelitian adalah camat 

sebagai aparat pemerintah di tingkat kecamatan yang memimpin forum koordinasi 
pimpinan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-

undangan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kedudukan, tugas, dan kewenangan camat mengalami perubahan signifikan antara 

kedua undang-undang, terutama dalam koordinasi dengan instansi vertikal, 

pelaksanaan urusan otonomi daerah, dan pengawasan tugas umum. Forum koordinasi 

pimpinan kecamatan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman 

masyarakat, namun pelaksanaan tugas camat masih menghadapi kendala berupa 

keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan partisipasi masyarakat 

yang minim. 
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This article is entitled The Position of the Sub-district Head in the Membership of the 

Sub-district Leadership Coordination Forum as the Organizer of General 

Government Affairs (Comparative Study of Law Number 5 of 1974 concerning 

Principles of Government in the Region and Law Number 23 of 2014 concerning 

Regional Government). This research aims to analyze the position, duties, and 

functions of the sub-district head as well as the role of the sub-district head in the 
coordination forum of sub-district leaders as the organizer of general government 

affairs. The object of the research is the sub-district head as a government official at 

the sub-district level who leads the leadership coordination forum to organize general 

government affairs. This research uses a normative juridical approach through the 

analysis of laws and regulations, literature, and related documents. The results of the 

study show that the position, duties, and authority of the sub-district head have 

undergone significant changes between the two laws, especially in coordination with 

vertical agencies, the implementation of regional autonomy affairs, and the 

supervision of general duties. The coordination forum of sub-district leaders plays an 

important role in maintaining public order and tranquility, but the implementation of 

sub-district duties still faces obstacles in the form of limited resources, overlapping 

authority, and minimal community participation. 

 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan 

sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
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Pemerintahan di Daerah hingga perubahan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan sebagai salah satu tingkat 

pemerintahan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 

di wilayahnya. Camat sebagai kepala kecamatan bertindak sebagai penghubung antara 

pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat dan instansi vertikal yang ada di wilayah 

kecamatan. Posisi dan kewenangan camat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, 

terutama terkait koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan yang bersifat umum. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, camat 

memperoleh kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah serta menjalankan tugas umum pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa camat bukan 

sekadar administrator, melainkan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

kecamatan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan 

pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yang dipimpin oleh 

camat, sebagai mekanisme penting untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan kelancaran 

urusan pemerintahan di masyarakat. Forum ini terdiri atas perwakilan kepolisian, TNI, serta 

instansi vertikal lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

pemerintahan umum di wilayah kecamatan. 

Kendati kedudukan dan kewenangan camat telah diatur secara normatif, dalam 

praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi, 

keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, serta minimnya partisipasi masyarakat 

menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan tugas pemerintahan umum. Kondisi ini 

menunjukkan perlunya pemahaman mendalam mengenai peran camat dalam forum koordinasi, 

baik dari perspektif hukum maupun praktik pemerintahan sehari-hari. Penelitian sebelumnya 

banyak menyoroti kedudukan camat secara normatif, namun kajian yang memadukan aspek 

hukum dan pelaksanaan koordinasi antarinstansi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menggali secara komprehensif kedudukan camat dalam keanggotaan forum 

koordinasi pimpinan kecamatan dan peranannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan 

umum, dengan membandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya definisi operasional terkait forum 

koordinasi pimpinan kecamatan dan fungsi camat. Definisi ini menjadi landasan bagi analisis 

mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan camat dalam mengkoordinasikan berbagai 

instansi pemerintah, mengatasi hambatan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan 

memahami kedudukan hukum dan praktik camat, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan 

umum di kecamatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, dokumen resmi, serta literatur 

akademik terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri evolusi hukum mengenai 

kedudukan camat dari perspektif historis dan kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga 

menekankan pada pemahaman empiris mengenai peran camat dalam forum koordinasi, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika 

penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. 

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk 

memahami secara mendalam hubungan antara kedudukan hukum camat, pelaksanaan tugasnya 

dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan efektivitas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat 

kebijakan, akademisi, serta aparat pemerintahan dalam mengoptimalkan peran camat sebagai 

ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai 



 e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595                 Volume 5, Issue 2, Agustus 2026 

Page | 369 

kedudukan camat dan fungsi forum koordinasi pimpinan, diharapkan tercipta tata kelola 

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan 

pembangunan di tingkat lokal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif 

untuk menganalisis kedudukan camat dalam keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan 

Kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum.1 Pendekatan yuridis normatif 

dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada pemahaman ketentuan hukum yang mengatur 

kedudukan, tugas, kewenangan, dan fungsi camat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah2 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah.3 Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 

menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur 

akademik yang relevan.4 

Subjek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan terkait kecamatan dan 

forum koordinasi pimpinan kecamatan,5 dokumen administrasi pemerintah daerah,6 artikel 

ilmiah,7 buku-buku hukum administrasi negara, serta jurnal penelitian sebelumnya yang 

relevan.8 Penelitian ini tidak menggunakan populasi manusia secara langsung, melainkan 

dokumen sebagai sumber data utama, sehingga metode ini termasuk dalam penelitian 

kepustakaan (library research) yang dikombinasikan dengan studi komparatif antarundang-

undang.9 

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah yang 

memuat indikator-indikator mengenai kedudukan camat, tugas, kewenangan, fungsi, 

mekanisme koordinasi, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan umum.10 Pedoman ini digunakan untuk mengekstraksi data dari peraturan 

perundang-undangan dan sumber-sumber akademik sehingga diperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai pelaksanaan tugas camat.11 

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut. 

Pertama, penelusuran dokumen hukum terkait pemerintahan daerah, baik Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan 

pemerintah terkait kecamatan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200812 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.13 Kedua, pengumpulan literatur tambahan 

berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel ilmiah yang membahas kedudukan dan fungsi 

camat serta forum koordinasi pimpinan kecamatan.14 Ketiga, analisis dokumen dilakukan 

secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis untuk mengidentifikasi kedudukan hukum, 

 
1  Soekanto, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. 
2  Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 

Jakarta: Sekretariat Negara. 
3  Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat 

Negara. 
4  Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana. 
5  Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Jakarta: 

Sekretariat Negara. 
6  Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kecamatan. 

Jakarta: Sekretariat Negara. 
7  Simamora, H. (2015). Administrasi Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
8  Santoso, D. (2017). “Peran Camat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 45–

58. 
9  Djani, E. (2018). Metodologi Penelitian Hukum dan Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
10  Rahardjo, M. (2016). Analisis Hukum dan Perundang-Undangan: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta. 
11  Mahfud, C. (2017). Konsep dan Implementasi Hukum Administrasi Negara di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 
12  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 
13  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kecamatan. 
14  Arief, B. N. (2015). Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan: Studi Administratif. Jakarta: Prenadamedia. 
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kewenangan, dan peran camat dalam forum koordinasi serta kendala yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan umum.15 Keempat, dilakukan studi komparatif terhadap 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 guna menemukan perubahan signifikan terkait kedudukan camat, kewenangan, tugas, dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum.16 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) dengan 

pendekatan deskriptif naratif.17 Data yang diperoleh dari dokumen hukum, literatur akademik, 

serta artikel ilmiah disusun secara sistematis dan dikategorikan berdasarkan tema-tema 

penelitian, yaitu kedudukan camat, forum koordinasi pimpinan kecamatan, tugas dan 

kewenangan camat, serta kendala yang dihadapi.18 Selanjutnya, data dianalisis dengan cara 

membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan lama dan baru, serta menafsirkan 

implikasinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.19 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan validitas data melalui triangulasi 

sumber.20 Sumber-sumber hukum, literatur akademik, dan dokumen pemerintah dibandingkan 

untuk memastikan konsistensi informasi.21 Pendekatan ini memungkinkan penelitian 

menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai peran camat dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan serta efektivitas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.22 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Berdasarkan penelitian dan telaah peraturan perundang-undangan, kedudukan camat 

sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan sebagai anggota forum koordinasi 

pimpinan kecamatan (Forkopimcam) memiliki dimensi hukum, administratif, dan sosial yang 

signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait kedudukan camat mengalami 

perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 

Daerah23 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.24 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah 

camat maupun kecamatan.25 Kecamatan secara bebas dapat diartikan sebagai wilayah 

administrasi di bawah kabupaten atau kota, yang menjadi bagian dari pelaksanaan asas 

dekonsentrasi.26 Camat bertindak sebagai pelaksana administratif yang memperoleh 

kewenangan dari bupati atau walikota untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan 

daerah. Dalam praktiknya, kedudukan camat pada masa ini lebih bersifat administratif, dan 

keterlibatan dalam koordinasi antarinstansi bersifat terbatas.27 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedudukan camat 

menjadi lebih jelas.28 Camat bukan hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai 

koordinator forum koordinasi pimpinan kecamatan, yang anggota-anggotanya meliputi 

 
15  Suryanto, A. (2016). Teknik Analisis Dokumen Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
16  Republik Indonesia. (1974 & 2014). Perbandingan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. 
17  Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Thousand Oaks: 

Sage Publications. 
18  Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
19  Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 
20  Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oaks: Sage Publications. 
21  Budiarjo, M. (2015). Administrasi Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: LP3ES. 
22  Subekti, R. (2016). Hukum Administrasi Negara Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. Jakarta: Kencana. 
23  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 
24  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
25  Salim, H. (2010). Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45. 
26  Soekanto, S. (2006). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78. 
27  Lubis, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 102. 
28  Syahrir, M. (2015). “Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Lokal di Indonesia,” Jurnal Administrasi Publik, 

12(2), 45–60. 
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kepolisian, tentara, instansi vertikal, serta lembaga lain yang berperan dalam menjaga 

ketertiban dan ketentraman masyarakat.29 Forum ini bertujuan meningkatkan sinergi lintas 

sektor dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.30 

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa camat menghadapi beberapa kendala dalam 

menjalankan tugasnya. Pertama, kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi sering 

menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak sinkron.31 Kedua, 

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

tugas.32 Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam forum koordinasi menghambat 

implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.33 Keempat, tumpang tindih 

kewenangan antarinstansi vertikal menimbulkan konflik administratif yang membutuhkan 

mediasi camat.34 

Selain kendala, penelitian ini menemukan bahwa camat yang mampu membangun 

komunikasi efektif dengan seluruh anggota Forkopimcam dan masyarakat dapat menjalankan 

tugas dengan lebih optimal.35 Misalnya, camat yang proaktif dalam mengadakan rapat 

koordinasi secara rutin dapat mencegah konflik antarinstansi dan memastikan implementasi 

kebijakan berjalan lancar.36 Camat juga berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan 

lokal, seperti penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas, mediasi konflik 

antarwarga, serta koordinasi penanganan bencana atau wabah penyakit.37 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di 

kecamatan sangat bergantung pada kemampuan camat dalam mengintegrasikan kebijakan 

pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat lokal.38 Camat yang mampu menyusun 

kebijakan berbasis data lapangan, melakukan inovasi pelayanan publik, dan memfasilitasi 

partisipasi masyarakat menunjukkan kinerja yang lebih baik.39 Data lapangan memperlihatkan 

bahwa kecamatan dengan camat yang aktif memimpin Forkopimcam mengalami tingkat 

ketertiban dan efektivitas pelayanan publik yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang 

camatnya kurang aktif.40 

 

Pembahasan  

Pembahasan menekankan pada analisis mendalam mengenai kedudukan camat dalam 

konteks hukum, administrasi, dan sosial. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 5 

 
29  Nawawi, H. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 

134. 
30  Sihombing, P. (2016). “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik,” 

Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 4(1), 25–38. 
31  Rahmat, F. (2019). Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan: Studi Implementasi Forkopimcam. Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm. 56. 
32  Irawan, T. (2018). “Kendala Administratif Camat dalam Pelaksanaan Forkopimcam,” Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 

89–102. 
33  Widodo, S. (2017). Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan dan Efektivitas Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta, 

hlm. 77. 
34  Prasetyo, B. (2016). “Partisipasi Masyarakat dalam Forum Koordinasi Kecamatan,” Jurnal Pemerintahan Daerah, 8(2), 

12–27. 
35  Haryanto, D. (2015). Tumpang Tindih Kewenangan di Tingkat Kecamatan: Analisis Yuridis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hlm. 99. 
36  Fadli, R. (2018). “Peran Camat dalam Menyelesaikan Konflik Lokal,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 33–50. 
37  Santoso, A. (2017). Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Koordinasi Lintas Instansi. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 

120. 
38  Lubis, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 110-

115. 
39  Salim, H. (2010). Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 67–70. 
40  Sihombing, P. (2016). “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik,” 

Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 4(1), 30–35. 
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Tahun 197441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201442 menunjukkan adanya transformasi 

signifikan dalam kewenangan dan fungsi camat. 

 

1. Dimensi Hukum dan Administratif 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menempatkan camat pada posisi administratif 

sebagai pelaksana kebijakan bupati/walikota.43 Fungsi koordinatif dan strategis belum 

diatur secara spesifik.44 Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperluas 

peran camat, termasuk kewenangan untuk memimpin forum koordinasi lintas instansi, 

mengelola sumber daya lokal, serta mengatur urusan pemerintahan umum secara lebih 

strategis.45 Perubahan ini menunjukkan bahwa camat kini berperan lebih sebagai pengambil 

keputusan tingkat kecamatan, bukan hanya pelaksana administratif.46 

 

2. Peran Forkopimcam 

Forum koordinasi pimpinan kecamatan berfungsi sebagai mekanisme integrasi dan 

pengendalian lintas sektor.47 Camat sebagai ketua forum memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan setiap anggota memahami tugasnya, menghindari tumpang tindih kewenangan, 

dan menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat.48 Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa forum ini efektif dalam menyelesaikan konflik lokal, 

menertibkan pedagang kaki lima, memfasilitasi program pembangunan, serta koordinasi 

tanggap darurat seperti bencana alam atau pandemi.49 

 

3. Kendala dan Tantangan 

Kendala yang dihadapi camat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya 

partisipasi masyarakat, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, dan minimnya sinergi 

antaranggota Forkopimcam.50 Hal ini memerlukan strategi kepemimpinan dan manajemen 

pemerintahan yang lebih baik, termasuk peningkatan komunikasi, sosialisasi kebijakan, 

pelatihan kepemimpinan, dan inovasi pelayanan publik.51 

 

4. Dampak Sosial dan Strategis 

Camat bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga mediator sosial yang berperan 

penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.52 Camat dapat 

memfasilitasi penyelesaian konflik, mendorong partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dijalankan secara 

efektif di tingkat lokal.53 Analisis menunjukkan bahwa kecamatan dengan camat yang 

 
41  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 
42  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
43  Salim, H. (2010). Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45. 
44  Soekanto, S. (2006). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78. 
45  Nawawi, H. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 

134. 
46  Lubis, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 102. 
47  Sihombing, P. (2016). “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik,” 

Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 4(1), 25–38. 
48  Rahmat, F. (2019). Koordinasi Lintas Sektor di Tingkat Kecamatan: Studi Implementasi Forkopimcam. Jakarta: Rajawali 

Pers, hlm. 56. 
49  Lubis, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 110–

115. 
50  Irawan, T. (2018). “Kendala Administratif Camat dalam Pelaksanaan Forkopimcam,” Jurnal Administrasi Publik, 15(3), 

89–102. 
51  Santoso, A. (2017). Manajemen Pemerintahan Kecamatan dan Koordinasi Lintas Instansi. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 

120. 
52  Fadli, R. (2018). “Peran Camat dalam Menyelesaikan Konflik Lokal,” Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 33-50. 
53  Salim, H. (2010). Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 67–70. 
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efektif dalam memimpin Forkopimcam memiliki tingkat pelayanan publik dan kepuasan 

masyarakat yang lebih tinggi.54 

 

5. Kesimpulan Analisis 

Kedudukan camat dalam Forkopimcam sangat strategis, baik dari sisi administratif, 

koordinatif, maupun sosial.55 Efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di 

tingkat kecamatan sangat bergantung pada kemampuan camat untuk memimpin forum 

koordinasi, mengelola sumber daya, membangun komunikasi dengan masyarakat, dan 

mengambil kebijakan yang tepat.56 Peran strategis camat juga menunjukkan bahwa 

reformasi hukum dan peraturan perundang-undangan telah memperkuat posisi camat 

sebagai pengambil keputusan lokal yang memiliki tanggung jawab besar terhadap 

efektivitas pemerintahan kecamatan.57 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal 

terkait kedudukan camat dalam keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai 

penyelenggara urusan pemerintahan umum. Pertama, camat merupakan koordinator 

penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang memperoleh kewenangan dari 

bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas 

umum. Secara hukum, kedudukan camat telah mengalami perkembangan dari Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang belum 

mendefinisikan kecamatan secara jelas, hingga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai 

kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi camat. 

Kedua, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk 

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Forum ini melibatkan 

pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, 

dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan. Peran camat dalam forum ini sangat 

penting karena menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan instansi vertikal 

dan masyarakat, serta memastikan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. 

Ketiga, camat menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, tumpang tindih 

kewenangan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, penyelenggaraan 

pemerintahan umum dan pembangunan di kecamatan dapat berjalan lancar apabila camat 

mampu membangun komunikasi yang efektif, memimpin koordinasi, dan memfasilitasi 

partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta ketentraman, ketertiban, dan keteraturan di 

wilayah kecamatan. 

Keempat, kedudukan camat sebagai anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan 

menuntut kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta melakukan inovasi kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

Dengan demikian, camat tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai 

koordinator yang berperan strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan baik di 

tingkat kecamatan. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa camat memegang peranan sentral 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan melalui peran 

 
54  Sihombing, P. (2016). “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Efektivitas Pelayanan Publik,” 

Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 4(1), 30–35. 
55  Nawawi, H. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah: Dari UU 5/1974 ke UU 23/2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 

142–145. 
56  Lubis, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Kecamatan: Kajian Hukum dan Administrasi. Bandung: Alfabeta, hlm. 102. 
57  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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strategisnya di Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, dengan tujuan memastikan koordinasi 

antarinstansi, kelancaran pelayanan publik, dan terciptanya ketertiban serta ketentraman 

masyarakat. 
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